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A B S T R A K  

Masalah perdagangan manusia telah terjadi sejak abad ke empat 

di Tirnur Tengah dan berkernbang terus pada abad ke delapan belas di 

kawasan Amerika Serikat yang didasarkan pada perbedaan ras atau 

warna kulit. Pada rnasa sekarang, perkernbangan perdagangan orang 

beralih pada jenis manusia yang lemah yakni perempuan dan anak. 

Perdagangan perempuan darl anak rnerupakan salah satu bentuk 

perlakuan terbuwk dari tindak kekerasan yang dialami perempuan dan 

anak dan terrnasuk tindak kejahatarl dan pelanggaran hak asasi rnanusia. 

Asia Tenggara sendiri telah lama menjadi kawasan yang rawan 

terhadap perdagangan perernpuan dan anak, khususnya negara-negara 

di kawasan lembah sungai Mekong, yang terkenal sejak lama menjadi 

pusat perdagangan rnanusia khususnya perernpuan dan anak ke berbagsri 

negara di dunia. Beberapa negara di kawasan Asia Tenggara juga 

rnerupakar~ ternpat asal bagi perdagangan dan penyelundupan tenaga 

kerja ilegal, baik di kawasan Asia ~ e h ~ ~ a r a  maupun ke negara-negara 

Tirnur Tengah. Indonesia sendiri terrnasuk salah satu negara yang rawan 

terhadap perdagangan perempuan dan anak, baik ditinjau dari negara 

asal maupun daerah transit bagi perdagangan perempuan dan anak. 

Beberapa daerah di Indonesia diperkirakan pula telah menjadi sasaran 



kegiatan sindikat kejahatan lintas negara yang mengorganisir 

perdagangan dan penyelundupan perempuan dan anak. 

Ketentuan mengenai larangan perdagangan perempuan dan anak 

pada dasamya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP). Pasal 297 KUHP yang mengatur larangan perdagangan 

perempuan dan anak laki-laki dibawah umur merupakan kualifikasi 

kejahatan karena tindakan tersebut tidak manusiawi dan layak 

mendapatkan sanksi pidana. Namun ketentuan Pasal297 tersebut, pada 

saat ini, tidak dapat diterapkan secara lintas negara sebagai kejahatan 

intemasional atau transnasional. Dernikian pula terhadap Pasal324 KUHP 

yang substansinya tidak memadai lagi. Selain KUHP peraturan 

pemndang-undangan nasional di luar KUHP juga memuat ketentuan 

perlindungan hukum terhadap korban perdagangan perempuan dan anak. 

Akan tetapi perundang-undangan nasional di luar KUHP tersebut juga 

terdapat kelemahan yaitu kurangnya perlindungan terhadap korban 

khususnya menyangkut kemanan terhadap korban dan ganti kerugian. 

Pada dasarnya tindak pidana perdagangan perempuan dan anak, 

selain sifatnya sebagai kejahatan intemasional atau transnasional dan 

dilaksanakan secara terorganisasi, juga bersifat sangat merugikan dan 

membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu 

ketentuan hukum materiel dan hukum formil yang berbeda seperti adanya 

ketentuan ancarnan pidana yang berat bagi pelaku dan perlindungan 

terhadap korban dan saksi perdagangan perempuan dan anak. 



Di negara kita sampai saat ini belum ada undang-undang yang 

secara khusus mengatur perlindungan korban dan saksi seperti di 

Amerika Serikat. Yang baru ada adalah perlindungan korban dan saksi 

dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana 

diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Jaminan 

perlindungan itu baru dalam bentuk perlindungan fisik dan mental dari 

ancaman, gangguan, teror, dan tindak kekerasan dari pihak manapun. 
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BAB l 

PENDAHIJLUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pemberitaan tentang perdagangan manusia, pada beberapa 

waktu terakhir ini di Indonesia makin marak, baik dalam lingkup domestik 

maupun yang telah bersifat lintas batas negara. Perdagangan manusia 

yang rnenonjol terjadi khususnya yang dikaitkan dengan perempuan dan 

anak serta kegiatan industri seksual, baru mulai menjadi perhatian 

masyarakat melalui media massa pada beberapa tahurl terakhir ini. Tentu 

saja sama sekali ha1 ini tidak dapat disimpulkan bahwa sebelumnya 

fenomena ini tidak terjadi. Kemungkinan terjadi dalam skala kecil, atau 

dalam suatu kegiatan yang terorganisasi secara rapi, merupakan 

sebagian dari alasan yang membuat berita-berita perdagangan mar~usia 

ini belum menarik media massa pada masa lalu.' 

Perdagangarl rr~anusia memang bukanlah suatu ha1 yang baru 

dimuka bumi ini, bahkan negara-negara yang kini dianggap sebagai 

negara besar pada awalnya banyak berutang pada penduduk negara 

miskin dan lemah yang dibawa secara paksa untuk dipekerjakan di 

perkebunan atau pabrik. Masalah perbudakan merupakan sejarah hitam 

umat manusia, yang bahkan juga telah direkam dalam kitab-kitab suci. 

Sejarah juga telah mencatat berbagai peperangan yang disebabkan 

Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Pedqpngan Manusia di Indonesia, Sentra H A M  
UI, 28 Februari 2003, ha]. 4. 
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karerla isu perbudakan, misalnya yang terjadi antara Amerika Utara dan 

Selatan pada abad-abad lalu.' 

Indonesia menjadi negara sumber, transit dan tujuan 

perdagangan manusia, terutama perempuan dan anak (Human 

Trafficking Especially Woman and Children) untuk dijadikan pekerja seks 

dan pekeja paksa. Para korban dari lndonesia dibawa ke Malaysia, 

Singapura, Taiwan, Hongkong, Brunei, negara-negara Teluk Parsi, dan 

Australia. Perdagangan juga terjadi secara luas di dalam wilayah 

lndonesia untuk eksploitasi buruh dan seks; negara lndonesia juga 

menjadi salah satu tujuan bagi para korban yang diperdagangkan untuk 

dieksploitasi secara seksual. 

Kasus fraficking memang bagaikan gunung es, berdasarkan data 

Konsursium Pembela Buruh Migran lndonesia (Kopbumi), sepanjang 

tahun 2001 ada sebanyak 74.61 6 tenaga ke j a  lndonesia yang beke j a  di 

luar negeri menjadi korban traffi~king.~ Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi pada tahun 2002 memperkirakan sekitar 500.000 warga 

lndonesia melalui jalur resmi bekerja di luar negeri. Sementara laporan 

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia, termasuk Kopbumi, 

memperkirakan buruh migran yang bekerja di luar negeri mencapai 1,4 

juta sampai 2,1 juta termasuk yang tak terdokumentasi. 

Laporan lain menunjukkan dari Konfererlsi Organisasi Buruh 

Intemasional (110) 2001 memperkirakan ada sekitar 1,4 juta pembantu 

lbid. 
KOMPAS, Kasus Trufliking Bugaikan Gurrurrg Es, 8 Maret 2004. 



rumah tangga di Indonesia, sebanyak 23 persen adalah anak-anak. 

Laporan ILO tahun 1 998 rnernpefkirakan 1 30.000-240.000 pekerja seks 

di lndor~esia dan 30 persen diantaranya adalah anak-anak di bawah umur 

18 tahun. 

Di sisi lain fakta menunjukkan, sejak Kepolisian kota besar 

(Poltabes) Batarn Rernpang Galang (Barelang) rnelakukan pengawasan 

perdagangan manusia selama tahun 2003, terungkap 13 kasus trafficking 

yang menimpa buruh migran yang bekeja di Singapura dan Malaysia. 

Ada yang dipekerjakan sebagai pekerja seks, ada yang dipekerjakan 

sebagai pernbantu tidak dibayar, bekeja di ternpat berat yang tidak 

sesuai dengan ~erjanjian.~ 

Bahkan, Poltabes Barelang bersama Kepolisian Resort (Polres) 

Tanjung Balai Karimun pada September 2003 rnernbongkar sindikat 

perdagangan bayi ke Johor, Malaysia. Pada akhir Januari 2004, Poltabes 

Barelang juga menangani kasus perempuan yang melarikan diri dari 

penyekapan kawasan Beng kong karena hendak dijadi kan se bagai 

pekerja seks di ~a lays ia .~  

Di Polres Kota Tanjung Pinang, selama tahun 2003 terungkap 

enam kasus Tnfficking. Empat kasus perdagangan bayi (trafficking in 

child) dan dua kasus perdagangan anak dan perempuan menjadi pekerja 

seks kornersial di Malaysia. Malah pada Januari 2004, Polresta Tanjung 

Pinang juga mengungkap satu kasus perdagangan bayi dan februari 

KOMPAS, Munusia Mempenlogangkan Monusia, Senin 8 Maret 2004. 
Ibid. 



mengungkap dua kasus perdagangar~ perernpuan dan anak menjadi 

pekerja seks komersial yang dijanjikan trafficker sebagai pekerja restoran 

dan penyanyi karaoke di ~ a l a ~ s i a . ~  

Ang ka-ang ka tersebut menunju kkan betapa besarnya- potensi 

perdagangan perempuarl dan anak yang menjadi korban dari Indonesia. 

Wajar apabila dapat dikatakan pemerintah lrldor~esia belum sepenuhnya 

memenuhi standar minimum bagi pemberantasan perdagangan 

perempuan dan ana k. Hasil penilaian sebuah lem baga internasional yang 

mengelompokkan negara-negara berdasarkan usaha yang telah 

dilakukan untuk merlangani isu perdagangan manusia, menempatkan 

lndonesia pada peringkat yang cukup mengkhawatirkan. Tiga kategori 

yang dibuat adalah: kategori 1 - negara yang berhasil membuat 

mekanisme penanganan di tingkat nasional, berupa perangkat hukum 

maupun pelayanan dan perlindungan bagi para korban perdagangan 

manusia; kategori 2 - negara yang, walaupun belum mampu sepenuhnya 

memerangi perdagangan manusia ataupun rnembuat perangkat hukum 

yang efektif, tetapi dianggap telah melakukan upaya-upaya penting untuk 

mengurangi terjadinya perdagarlgan manusia; kategori 3 - negara yang 

tidak mempunyai mekanisme apapun untuk penghapusan perdagar~gan 

manusia. Oleh lembaga ini, lndonesia dinilai masuk kategori 3.7 

Perangkat hukum nasional di lndonesia memang masih sangat 

tidak memadai untuk menghadapi suatu persoalan yang sebesar dsn 

. . . - . . . . . 

'; /hid. 
7 Harkristu ti Hark rinno wo, l,uport~n l'Prll~#(~n#(~n Mlmum/(~, /,ol,(:, C 11. hal 



penuh kornpleksitas sebagaimana masalah perdagangan perempuan dan 

anak. Sampai saat ini, kasus-kasus perdagar~gan perempuan ditangani 

dengan menggunakan 3 buah pasal dalam KUHP, yakni pasal 296, 297 

dan 298. Namun pasal-pasal ini cenderung tidak mampu menjerat para 

pelaku perdagangan perempuan dalarn segenap keanekaragaman 

bentuknya, karena pasal-pasal ini hanya mencakupi perdagangan 

perempuan untuk tujuar~ eksploitasi seksual, dan penjabaran unsur- 

unsur tentang perdagangan perempuan itupun penuh kerancuan. 

Kesulitan lain berkaitan dengan pengkategorisasian 

perdagangan perempuan dan anak sebagai 'kejahatan terhadap 

kesusilaan' dalam KUHP. Hal ini sangat sernpit jika dibandingkan dengan 

keluasan dan kompleksitas persoalan sebagaimana terungkap pada 

definisi internasional tentang perdagangan manusia, khususnya 

perempuan dan anak, dan kasus - kasus perdagangan manusia yang 

terjadi di ~ndonesia.~ Jelaslah, bahwa desakan untuk menciptakan 

perangkat hukum yang lebih tepat untuk menangani kasus-kasus 

perdagangan perempuan dan anak sudah tidak bisa ditunda lagi. 

Sementara itu, masyarakat maupun pemerintah perlu mengembangkan 

program-program pendampingan dan pelayanan bagi perempuan dan 

anak korban perdagangan manusia, yang ditemukan di berbagai pelosok 

negara ini maupun di luar negeri. 

Catatan wawancara Komnas Perempuan dengan pengacara LBH APIK, Mei 2002. 
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Tidak adanya perundang-undangan yang luas untuk melawan 

perdagangan perempuan dan anak telah menghambat penegakan 

hukum. Para pejabat menggunakan perundang-undangan yarlg ada 

untuk melawan perdagangan perempuan dan anak. Demikian pula 

perlindungan hukum terhadap korban, pemerintah masih over protection 

terhadap pelaku. Meskipun korban telah mendapat bantuan dalam ha1 

ganti rugi, tetapi belum memberikan perlindungan hukum dan dampak 

yang berarti terhadap korban perdagangan perempuan dan -anak 

terutama menyangkut hak-hak korban serta statusnya. 

Apabila tersang kaiterdakwa saja mendapat perlindungan hu kum 

dan bantuan dari negara, untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti 

kerugian dan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam ha1 tertentu, 

maka wajar korbanpun seyogjanya mendapat perhatian dan perlindungan 

akan hak-haknya. Terlebih apabila dilihat dari tujuan dan tanggung jawab 

negara untuk mewujudkan pemerataan keadilan sosial dar~ kesejat~teraan 

umum, maka perlindungan hukum terhadap korban wajib dilakukan. Hal 

ini disebabkan hak korban akan perlindungan hukum pada dasarnya 

merupakan. bagian integral dari hak asasi manusia di bidang 

kesejahteraanljaminan sosial (social security). 

Perjuangan meminta perhatian terhadap korban ini harus benar- 

benar diperhatikan ha1 ini disebabkan karena kedudukannya yang sering 

tidak kuat dan terlupakan, bukankah pembangunar~ hukum di Indonesia 

antara lain menekankan perlunya bantuan hukum dan kesempatan 



memperoleh keadilan?. Seharusnya terhadap korban juga diperlukan 

sosialisasi seperti halnya terhadap pelaku (offender), tetapi pada 

kenyataannya sangat berkurang perhatian kepada korban. 

Jika kita lihat pada RUU Pemberantasan Perdagangan 

Perempuan dan Anak, disana hanya terdapat pengaturan mengenai ganti 

rugi terhadap korban, pasal 31 - pasal 37 RUU Pemberantasan 

Perdagangan Perempuan dan Anak. Sedang kan perlindungan hu kurn 

yang benar-benar diperlukan oleh korban serta diakuinya status korban 

tidak ada, bagaimanakah nasib korban se lan j~tn~a?~.  Korban memang 

dipulangkan dari tempat mereka diperdagangkan bukan berarti 

penderitaan mereka selesai disini. Memang sangat mudah u~ituk 

terjerumus dalam perdagangan perempuan dan anak apalagi dalam 

perbudakan seks. Namun untuk memulihkan keadaan mental dan fisik 

akan memakan waktu yang lama dan sulit sekali mengharapkan 

masyarakat akan menerima mereka dengan tulus ikhlas. 

6. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan se bagai berikut, bagaimanaka h perlindungan hukuni 

terhadap korban perdagangan perempuan dan anak? Rumusan tersebut 

rnencakup dari hat: 

Lihat Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak 



- Apakah Peraturan Perundang-undangan Yang Ada Sudah Cukup 

Memberikan Jaminan perlindungan hukum terhadap korban 

perdagangan perempuan dan anak; 

- Bagaimana Aparat Penegak Hukurn dalam Menangani Kasus 

Perdagangan Perempuan dan Anak. 

C. Pem batasan Masalah 

Dalam Tesis ini hanya membatasi pada masalah perlir~dungan hukum 

terhadap korban manusia khususnya perempuan dan anak yang 

mencakup dua ha1 yaitu pertama; peraturan perundang-undangan yang 

memuat perlindungan hukum terhadap korban perdagangan manusia 

khususnya perempuan dan anak, Kedua aparat per~egak hukum dalam 

menangani kasus perdagangan perempuan dan anak, dengan kasus 

yang terjadi di Surabaya. Penderitaan para korban perdagangan 

perempuan dan anak tidak di uraikan karena para korban telah di 

pulangkan ke daerah masing-masing dan tidak adanya lembaga yang 

menangani masalah korban, demikian pula terhadap program spesifik 

Jawa Timur tidak diuraikan dalarn tesis ini, karena kasus perdagangan 

perempuan dan anak yang terjadi di Jawa Timur dengan kasus yang 

diambil di Surabaya tidak satupun yang sampai pada tahap penuntutan 

dan pemeriksaan di pengadilan. 



D. TUJUAN PENELlTlAN 

Adapur~ tujuan dari penelitian ini sesuai dengan batasan masalah 

diatas adalah: 

Untuk mengetahui bagairnana perlindungan hukum terhadap korban 

perdagangan perempuan dan anak. Perlindungan hukum terhadap 

korban tersebut meliputi: 

- Peraturan Perundang-undangan Yang Ada Dalam Memberikan 

Jaminan perlindungan hukum terhadap korban perdagangan 

perempuan dan anak; 

- Aparat Penegak Hukum dalam Menangani Kasus Perdagangan 

Perertipuan dan Anak. 

E. KEGUNAAN PENELlTlAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaari sebagai 

beri kut: 

1. Untuk memberikan tambahan informasi bagi masyarakat pada 

umumnya, dimana dari hasil penelitian ini dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas terhadap perdagangan perempuan' dan 

anak. 

2. Bahan acuan bagi insan akademik dan para penegak hukum 

khususnya. 

3. Untuk mengembangkan teori yang telah diperoleh dalam 

perkuliahan, sehingga kita dapat membandingkannya dengan 

9 



praktek yang ada di lapangan, serta untuk mencari solusi dalam 

menangani penderitaanlnasib korban perdagangan gelap 

perempuan dan anak, yang berguna bagi penyempurnaarl 

perlindungan hukum terhadap korban yang sudah ada. 

7 . KERANGKA TEORlTlS 

7.l.Perlindungan Hukum terhadap Korban 

Perlindungan hukum adalah dapat diartikan terpenuhinya hak-hak 
. - 

dan kewajiban seseorang bdik itu individu maupun kelompok. 

Perlindungan hukum ini dilakukan dengan dua cara, yaitu secara-abstrak 

dan pemberdayaan. Pengertian secara abstrak yaitu:'O 

1. mengatur hak dan kewajitjan; 

2. mewajibkan orang lain mengindahkanlrnemperhatikan hak dan 

kewajiban; 

3. melarang orang lain melanggar hak dan kewajiban; 

Pengertian secara pemberdayaan: 

1. memberikan hak yang berkorelasi dengan kewajiban orang lain; 

2. pengakuan terhadap hak tersebut sebagai korban dalam ha1 ini status 

korban. 

Menurut Prof. Barda Nawawie Arief pengertian perlindungan 

hukum terhadap korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu: 

10 Disamyaikan pada saat kuliall Perlinrlidngnn Hukitnr terhatlnp Korbnn oleh 
Mudzakkir. 



1. dapat diartikan sebagai perl~ndungan hukum untuk tidak menjadi 

korban tir~dak pidana berarti perlindungan hak asasi manusia atau 

kepentingan hukum seseorang; 

2. dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh 

jaminanlsantunan hukum atas penderitaanlkerugian orang yang telah 

menjadi korban kejahatan jadi identik dengan penyantunan korban. 

Bentuk santunan ini dapat berupa pemulihan nama baik atau 

rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin antara lain dengan 

pemaafan, pemberian ganti kerugian atau restitusi, kompensasi, 

jaminanlsantuan kesejahteraan sosial dan sebagainya. " 

Masalah perlindungan hukum terhadap korban termasuk salah 

satu masalah yang juga mendapat perhatian dunia intemasional. Dalam 

konggres PBB V1111985 di Milan (tentang "The Prevention of Crime and 

the treatment of offenders'? dikemukakan, bahwa ha k-hak korban 

seyogjanya dilihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem 

peradilan pidana (victims rights should be perceived as an integral aspect 

of the total criminal justice system). 12 

Pada umumnya perlindungan hukum terhadap korban kejahatan 

sering diabaikan daripada perlindungan hukum terhadap pelaku 

kejahatan yang pada umumnya berlebihan (Over Protection). Dalam 

l 1  Lilik Mulyadi, Knpita Selekta Hukum Pinnnn Krintinulugi clan Vi~.ti~ttulugi, 
Djambatan, 2004, hal. 126. 

12 Makalah pada Seminar Nasional "Perlinrlungan HAM &lam Proses Peradilan 
Pidana", dalam Barda Nawawi Arief, Bebernpa Aspek Kebijnkan Penegnkan dnn 
Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, ha1 53. 



hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan hukum terhadap 

korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan 

tidak langsung. Menurut Prof Barda, perlindungan hukum tidak langsung 

diartikan bahwa dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana 

dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakikat 

nya telah ada perlindungan in abstracto/ secara tidak langsung terhadap 

berbagai kepen,tingan hukum dan hak asasi korban. Dikatakan demikian, 

karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai 

perbuatan menyerang Imelanggar kepentingan seseorang (korban) 

secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran 

normaltertib hukum . 

Akibatnya perlindungan korbanpun tidak secara langsung 

sehingga sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju 

pada perlindungan hukum korban secara langsung dan konkret, Jadi 

pertanggungjawaban pidana terhadap pela ku bukanlah 

pertanggungjawaban terhadap kerugian Ipenderitaan korban secara 

langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang 

bersifat pribadilindividual. Pada sistem peradilan pidana, kepentingan 

korban diwakili oleh Jaksa penuntut umum. Hal ini merupakan bagian dari 

perlindungan masyarakat sebagai konsekuensi logis dari teori kontrak 

sosial (Social contract argument). 

Lilik Mulyadi,. Op. Cit, hal. 12 1 .  



Saatnya hukum positif kita menggunakan perlindungan hukum 

yang bersifat kongkrit, dengan ketentuan terdapat keseirnbangan antara 

perlindungan hukum yang diberikan kepada korban juga terhadap pelaku. 

Dikatakan terdapat keseimbangan antara keduanya, agar pelaku dan 

korban mendapat keadilan yang sama. Pelaku mendapat keadilan 

prosedul-al sedangkan terhadap korban mendapat keadilan subtansial. 

$2. Human Trafficking Especially Woman and Child (Perdagangan 

Manusia Khususnya Perempuan dan Anak) 

Perdagangan manusia memang bukanlah suatu ha1 yang baru 

dimuka bumi ini seperti yang dikernukakan sebelumnya, bahkan negam- 

negara yang kini dianggap sebagai negara besar pada awalnya banyak 

berutang pada penduduk negara rniskin dan lernah yang dibawa secara 

paksa untuk dipekerjakan di perkebunan atau pabrik. Masalah 

perbudakan merupakan sejarah hitarn umat rnanusia, yang bahkan juga 

telah direkam dalam kitab-kitab suci. Sejarah juga telah rnencatat 

berbagai peperangan yang disebabkan karena isu perbudakan, rnisalnya 

yang terjadi antara amerika utara dan selatan pada abad-abad lalu.lo 

Apakah dengan rnasyarakat dunia yang makin beradab ini maka 

perbudakan mengl-~ilang? Secara yuridis formal memang demikian, 

karena tidak satupun negara lagi yang mengakui dan mentolerir 

perbudakan. Akan tetapi tidak berarti bahwa fenomena ini sudah 

menghilang sepenuhnya dari muka burni. Komunitas lntemasional rnasih 

'' Harkristuti Harksnoi i lo ,  Op. Cit., hal. 4. 



menengarai adanya kegiatan setara dalam bentuknya yang lebih modern 

yang kemudian dinamakan sebagai bentuk-bentuk perbudakan 

kontemporer (contemporer forms of slavery). Demi kiar~ seriusn ya 

masalah ini, sehingga PBB melalui Ofice of The High Commissioner of 

Human Rights mengeluarkan Fact Sheet no. 14 dengan judul yang sama 

Contemporary Forms of Slavery. Perilaku yang termasuk dalam kategori 

ini adalah:" 

1. Perdagangan anak-anak 

2. Prostitusi anak 

3. Pornografi anak 

4. Eksploitasi pekerja anak 

5. Mutilasi seksual terhadap anak perempuan 

6. Pelibatan anak dalam konflik bersenjata 

7. Perhambaan 

8. Perdagangan manusia 

9. Perdagangan organ tubuh 

10. Eksploitasi untuk pelacuran dan 

1 I. Sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan 

penjajahan. 

Global Survivor Network, setelah mengadakan penelitian selama 2 

tahun menerbitkan crime and servitude: An Expose in The Traffic in 

Women for Prostitution from the newly independent states, yang khusus 



mengungkap praktek perdagangan perempuan di negara bekas Rusia, 

lembaga yang sama juga memproduksi 2 film dokumenter. Dokumentasi 

yang pertama yang berdurasi 28 menit diberi judul Sex Trade An 

Investigative Documentary, yang disampaikan ke Komite HAM PBB, 

sedang dokumentasi kedua berjudul Bought and Sold, yang berisikan 

materi yang dimuat dalam penerbitan Crime and Sentitude, beberapa 

temuan yang cukup signifikan antara lain adalah: 

1. Sindikat kriminal memperoleh keuntungan sekitar tujuh 

milyar dolar setiap tahun dari perdagangan perempuan 

sekitar empat juta perempuan di dunia; 

2. Bisnis perdagangan yang paling menguntungkan adalah 

yang bertujuan memperdagang kan seks; 

3. Setiap hari ribuan perempuan dan anak perempuan dari 

wilayah transisi dijerat dengan janji-janji manis dan muluk 

ur~tu k rr~emperoleh pengliidupan dar~ pekerjaan yang 

menarik di luar negeri; 

4. Melalui berbagai sarana transportasi, sebagian besar dari 

mereka dikirim ke Jerman, Swis, Jepang, Macau dan 

Amerika Serikat, baik secara legal maupun tidak ; 

5. Perdagangan perempuan terus berkembang karena 

pemerintah, pejabat dan juga warga masyarakat enggan 

mengungkapkannya, sehingga menimbulkan impunity; 



6. Walaupun data resmi merlyebutkan bahwa setiap tahun 

hanya 50.000 orang perempuan meninggalkar~ Rusia 

selama-lamanya, ternyata angka ini mencapai ratusan 

ribu.12 

Merlgetahui data perdagangan manusia, tidaklah mudah. 

Beberapa sumber data tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa 

jumlah Human Trafficking. Tetapi sebagai suatu gambaran dapatlah 

dikemukakan bahwa pada bulan Maret 2001, European Commission 

melaporkan bahwa setiap tahun sebarlyak 120.000 perempuan dan anak- 

anak diperdagangkan ke Eropa ~ a r a t ' ~  Demikian pula, laporan dari 

UNICEF/OHCHFUOSCE/ODHR periode Juni 2002, yang melaporkan 

bahwa di Muldova, 90% remaja (18-29 tahun) meninggalkan Muldova 

untuk bekerja di rlegara Eropa sebagai pekerja sex. International 

Organisation for Migration (IOM) memberi estimasi bahwa 170.000 orang 

telah dijual ke Balkan. 

Human Trafficking ini kemudian mengemuka dalam berbagai 

pertemuan komunitas intemasional yang diselenggarakan oleh PBB, dan 

pada umumnya dikaitkan dengan kegiatan organized crime. Keprihatinan 

yang mendalam akan masalah perdagangan manusia ini membuat 

negara-negara di dunia dua tahun yang lalu sepakat untuk menetapkan 

l2 Crime and Servitude: An fipose in The T r u e  in Women for Prostitution front the 
newly inde endent states (199;3, Washinton: Global Survival Network. 

l'Prank Laczko, Amanda Klekowski von Koppenfels dan Jana Barthel, Trafficking in 
women erom central and Eastern Europe: A Review of Siahstical Data, Euroean On 
Preventing And Combwing Trafficking in Human Beings: Global Challenge For The 21 
Centuly, September 2002, Brussel, Belgium, hal 4, dalarn Harkristuti Harkrisnowo., Ibid hal. 18. 



U.N. Convention Againts Transnational Organized Crimes Protocol, dan 

Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, 

Especially Women and Children, AJ551383, yarlg ditetapkan oleh Majelis 

Umum pada tanggal 2 November 2000.14 

Menurut informasi yang diterbitkan oleh PBB, data kasar yang 

ditemukan berkenaan dengan perdagangan manusia antara lain: 

1. 700 ribu sampai dengan empat juta orang setiap tahun 

diperjualbelikan (dijual, dibeli, dikirim, dan dipaksa bekerja 

di luar kemauannya) di seluruh dunia; 

2. sebagian . besar manusia yang diperdagangkan berasal 

dari negara-negara berkembang yang rendah tingkat 

ekonominya, untuk dibawa ke negara-r~egara maju; 

3. sebagian besar dari korban tersebut adalah perempuan 

dan anak-anak; 

4. para korban pada urnurnnya dijanjikan kehidupan yang 

lebih baik, pekerjaan dengan imbalan yang menarik, oleh 

sang pedagand; 

5. umumnya mereka dipaksa bekerja sebagai pelacur, 

pekerja paksa, pembantu rumah tangga, bahkan 

pengemis; 

6. untuk mengendalikan mereka biasanya dipakai upaya 

kekerasan atau ancaman kekerasan; 



7. lebih dari 2,3 juta perempuan bekerja di industri sekadi 

luar keinginan mereka, dan diperkirakan sekitar 40. 

Sebagai bagian dari negara berkembang sulit bagi Indonesia untuk 

dikecualikan dari fenomena ini, yakni sebagai negara pengirim atau 

rlegara sumber. Khusus bagi Indonesia, US Department of Justice 

menempatkan sebagai Tier 3, yakni negqra yang menurut mereka: 

"...do not fully cornply, with the minimum standard and are not 
making significant efforts to bring themselves in to compliarlce some 
of governments refuse to acknowledge the traffic problem within their 
territory. On more positive note, several other governments in this 
category are beginning to take concrete steps to combat trafficking. 
While these steps do not yet reach the appropriate level of 
significance, many of these governments are on the path to 
placement on tier 2.. . " 

Data yang disampaikan dalam laporan lembaga tersebut antara lain 

adalah sebagai berikut: 

1. lndonesia merupakan source country bagi orang yang 

diperdagangkan, tenrtama perempuan dan anak-anak; 

2. para korban umumnya diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi 

seksual dan pekerja; 

C 
3. negara tujuan terrnasuk Hongkong, Singapura, Taiwan, Malysia, 

Brunei, negara-negara teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan 

Jepang ; 

4. pemerintah belum sepenu hnya melakukan upaya yang sungguh- 

sungguh untuk mencegah terjadinya perdagangan manusia, 

walau masalah ini sudah lebih diperhafikan dibandingkar~ dengar1 

masa sebelumnya. 



Perdagangan manusia, biasanya dalam banyak kasus lebih 

banyak merujuk pada perdagangan perempuan dan anak-anak. lstilah ini 

sendiri dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pernindahan, 

penyembunyian atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau 

penggunaan kekerasan, penculikan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau 

memberi bayaran atau manfaat sehingga rnernperoleh persetujuan dari 

orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk 

kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat 

prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau 

pelayanan paksa, pengemisan, perbudakan atau praktek-praktek lain 

yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan 

organ-organ tubuh. l5 

Global Alliance Againts Traffic in Women (GAA TLn/3 mendefinisi kan 

perdagangan perempuan sebagai semua usaha atau tindakan yang 

berkaitan dengan perekrutan, transportasi di dalam atau melintasi 

perbatasan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman atau penerimaan 

seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan termasuk 

penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan atau 

penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan utang dengan tujuan untuk 

Pasal 3, Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia 
terutama Perernpuan dan Anak, Sebagai Tambahan terhadap Konvensi PBB menentang 
Kejahatan 

Teroganisir Transnasional, 2000, dalarn J d  Perempuan, nomor 29, Perempuan &n 
Anak Zntlonesia, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, Mei 2003, hal 15 1-152. 



menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar maupun tidak, 

untuk kerja yang tidak diinginkannya (domestik, seksual atau reproduktif), 

dalam kerja paksa atau ikatan kerja atau dalam kondisi seperti 

perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu 

tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.16 

Hal yang perlu disadari disini bahwa perempuan yang 

diperdagangkan adalah korban yang sudah dipindahkan ke lingkungan 

asing, dipisahkan dari lingkungan keluarga, masyarakat dan teman, dan 

dipisahkan dari jaringan penduduk fisik, emosional atau dengan bahasa 

atau budaya yang dikenalnya.17 

Sementara itu kerangka perdagangan perempuan dan anak-anak 

yang dikeluarkan oleh International Catholic Migration Commision (ICMC) 

dan American Center for International Labor Solidarity (A CILS) adala h 

pemindahan perempuan dan anak-anak dari dukungan keluarga mereka 

atau sistem dukur~gan lain melalui proses, jalan atau cara dan tujuan 

dimana persetujuan dari korban menjadi tidak relevan sebagaimana 

digambarkan dalam skema berikut: l8 

l6 .Bid. hal. 152. 
'' Bid, hal. 152. 



Proses 

Perekrutan 

Pengiriman 

Pemindahan 

Penampung 

an 

Per~erimaan 

Human 

Ancaman 

Pemaksaan 

Penculikan 

Penipuan 

Kebohongan 

Kecurangan 

Penyalahgunaan 

Kekuasaan 

Trafficking khususnya yang 

+ Tujuan 

Prostitusi 

Pornografi 

Jala nlCara 

Ke kerasanlE kploitasi 

+ 

Seksual 

Kerja dengan upah yang 

tidak layak 

Perbudakanlpraktek- 

I praktek lain sejenisnya 
I 

berkaitan dengan wanita, 

merupakan bisnis terbesar ketiga setelah drug trafficking dan trafficking in 

weapon. Human Trafficking merupakan bisnis yang menguntungkan, 

karena low risk, expendable, reuseable and resellale. Dirnana yang 

menjadi sasaran human trafficking adalah daerah-daerah setelah 

terjadinya konflik, karena daerah ini rnerupakan daerah dirnana 

masyarakat sipil belum stabil dan penegakan hukum masih lemah. 

Derah-daerah demikian ini mernberi peluang bagi terjadinya aktifitas 

kriminal dan kejahatan terorganisasi.lg 

aid,  ha1 152. 
Helga Konrad, Trafficking In Hunlan Beings-l"he Ugly of Europe, European 

Conference on Preventing and Combating Trafficking In Human Beings Global Challenge for the 
21 Century, Brussels, Belgium, September 2002, ha]. 5. L 



G. METODE PENELlTlAN 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah rnerupakan jenis penelitian hukum normative 

yaitu jenis penelitian dengan menggunakan data sekunderS2O Namun 

ada pula data yang diperoleh dari lapangan sebagai data pendukung 

penulisan tesis ini. Pengarnbilan data lapangan dilakukan di Kota 

Surabaya. Lokasi Surabaya dipilih pertama, karena kota tersebut 

rnemiliki isu yang unik dibandingkan kota yang lainnya, dikatakan 

memiliki isu yang unik karena Surabaya adalah kota besar di lndonesia 

dengan jurnlah Prostitusi yang tinggi. Kedua, Surabaya dari sis-i 

ekonorni, rnerupakan pintu gerbang bagi kawasan tirnur Indonesia 

lr~donesia yang dipasok dari Surabaya, sehingga banyak pencari kerja 

yang rnengadu r~asib di Kota Surabaya. 

2. Bahan atau Materi Penelitian 

Bat- an atau rnateri penelitian ini rnenggunakan data sekunder yang 

rneliputi: . . 

2.1 Bahan. Hukum Primer 

1. Kitab Undang-Undang Hukurn Pidana 

2. Perundar~g-undangan diluar hukurn pidana yang terkait dengan 

perdagangan rnanusia 

20 Mudzakkir, dalam mata kuliah Metorle Penelitirrn Hrlkri~~, Program pasca saqana 
Unuversitas Islam Indonesia. 












































































































































































































































































































































































































































































































